
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAW A BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 76 TAHUN 2020 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
PERANGKAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, 
dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi Perangkat Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
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tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Ketja Sekretariat 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 
2019 Nomor 1447); 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 1); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1); 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 
DAERAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

2. Daerah adalah daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah. 

7. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 
membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan 
administratif yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 

8. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah. 

9. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan 
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, 
dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh 
DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 

10. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD. 

11. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

12. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur 
pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang 
melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan 
pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. 
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BABII 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

PERANGKAT DAERAH 
Bagian Kesatu 

Sekretariat Daerah 
Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal2 

(1) Sekretariat Daerah adalah un sur pembantu Bupati yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal3 

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas: 
a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: 

1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas: 
a) Subbagian Administrasi Pemerintahan; 

b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan 

c) Subbagian Ketja Sama dan Otonomi Daerah. 

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: 
a) Subbagian Bina Mental Spiritual; 
b) Subbagian KesejahJeraan Sosial; dan 
c) SUbbagian Kesejahteraan Masyarakat. 

3. Bagian Hukum, terdiri atas: 
a) Subbagian Perundang-Undangan; 
b) Subbagian Bantuan Hukum; dan 
c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi. 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas: 
1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas: 

a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

b) Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan 
c) Subbagian Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan Program. 

2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas: 
a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; 
b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan 
c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. 

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas: 

1. Bagian Umum, terdiri atas: 
a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 
b) Subbagian Perlengkapan; dan 
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c) Subbagian Rumah Tangga. 

2. Bagian Organisasi, terdiri atas: 
a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 
b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan 
c) Subbagian Kinetja dan Reformasi Birokrasi. 

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas: 
a) Subbagian Protokol; 
b) Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Bupati; dan 
c) Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Wakil Bupati. 

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas: 

a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan 
b) Subbagian Keuangan. 

e. Staf Ahli Bupati; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasa14 

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai 
tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan 
administratif. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal5 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
Sekretariat Daerah mempunyai fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi 

Daerah; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Kedua 
Staf Ahli 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal6 

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. 
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(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan 
oleh Sekretaris Daerah. 

Staf Ahli Bupati, terdiri atas: 

Paragraf2 

Susunan Organisasi 

Pasal7 

a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum; 
b. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan; Dan 
c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal8 

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas 
memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati sesuai 
keahliannya. 

Bagian Ketiga 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa19 

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian 
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis 
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD 
dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan 
diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD 
setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasall0 

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas: 
a. Sekretaris DPRD. 
b. Bagian Umum, terdiri atas: 

1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 
2. Subbagian Rumah Tangga; dan 
3. Subbagian Perlengkapan dan Aset. 



7 

c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas: 
1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan 
2. Subbagian Keuangan. 

d. Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas: 
1. Subbagian Risalah; 
2. Subbagian Persidangan; dan 
3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan. 

e. Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum, terdiri atas: 
1. Subbagian Fasilitasi Legislasi; dan 
2. Subbagian Analisa, Pengembangan dan Dokumentasi Hukum. 

f. Kelompok J abatan Fungsional. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasalll 
Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai 
tugas meliputi: 
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan; 
b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan 
c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasal12 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
Sekretariat DPRD mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan 
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 

Bagian Keempat 
Inspektorat Daerah 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal13 

(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. 

(2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Inspektur Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 



8 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal14 
(1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas: 

a. Inspektur Daerah; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. SUbbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan; 

c. Inspektur Pembantu I terdiri atas: 
1. Jabatan Fungsional Pengawas; dan 
2. Jabatan Fungsional Auditor. 

d. Inspektur Pembantu II terdiri atas: 
1. Jabatan Fungsional Pengawas; dan 
2. Jabatan Fungsional Auditor. 

e. Inspektur Pembantu III terdiri atas: 
1. Jabatan Fungsional Pengawas; dan 
2. Jabatan Fungsional Auditor. 

f. Inspektur Pembantu Khusus terdiri atas: 
1. Jabatan Fungsional Pengawas; dan 
2. Jabatan Fungsional Auditor. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Inspektorat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal15 

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai 
tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh 
Perangkat Daerah. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal16 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 
Inspektorat Daerah mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; 
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
e. pelaksanaan administrasi; dan 
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f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 

Bagian Kelima 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal17 

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal18 

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri atas: 
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 
2. Seksi Kursus dan Kelembagaan; dan 
3. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan. 

d. Bidang Sekolah Dasar, terdiri atas: 
1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Dasar; 
2. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar; dan 
3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar. 

e. Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas: 
1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama; 
2. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama; dan 
3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama. 

f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas: 
1. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; 
2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah 

Pertama; dan 
3. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak 

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. 
g. Bidang Kebudayaan, terdiri atas: 

1. Seksi Sejarah dan eagar Budaya; 
2. Seksi Bina Budaya; dan 
3. Seksi Bina Seni. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
i. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasal19 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasal20 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan; 
b. pelaksanaan kebijakan pendidikan dan kebudayaan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan; 
d. pelaksanaan administrasi din as bidang pendidikan dan kebudayaan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Keenam 
Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal21 

(1) Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal22 

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, terdiri 
atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pe1aporan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan. 
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c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas: 
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. 

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas: 
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi; 
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan 
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. 

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas: 
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; 
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan 
3. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan. 

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas: 
1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 
2. Seksi Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan; dan 
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas: 
1. Seksi Bina Advokasi, KIE, Penggerakan dan Pengolahan Data; 
2. Seksi Bina Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak 

Reproduksi; dan 
3. Seksi Bina Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi 

Masyarakat. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
i. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Kesehatan dan 
Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasa123 

Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal24 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 
Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana; 
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c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, bidang pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana; 

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan, bidang pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 

Bagian Ketujuh 
Dinas PekeIjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa125 

(1) Dinas PekeIjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas PekeIjaan Umum, Tata Ruang, Peru mahan dan Permukiman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal26 

(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Peru mahan dan 
Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan; 

c. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas: 
1. Seksi Perencanaan Teknik dan Jasa Konstruksi Jalan dan Jembatan; 
2. Seksi Jalan; dan 
3. Seksi Jembatan. 

d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas: 
1. Seksi Perencanaan Teknik dan Jasa Konstruksi Sumber Daya Air; 
2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air; dan 
3. Seksi lrigasi. 

e. Bidang Bangunan, terdiri atas: 
1. Seksi Perencanaan Teknik dan Jasa Konstruksi Bangunan Gedung; 
2. Seksi Bangunan Gedung; dan 
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung. 

f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, terdiri atas: 
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; 
2. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan 

3. Seksi Pertanahan. 
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g. Bidang Peru mahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas: 
1. Seksi Perencanaan Teknik dan Jasa Konstruksi Perumahan dan 

Kawasan Permukiman; 
2. Seksi Perumahan; dan 
3. Seksi Kawasan Permukiman. 

h. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, terdiri atas: 
1. Seksi Perencanaan Teknik dan Jasa Konstruksi Air Minum dan 

Penyehatan Lingkungan; 
2. Seksi Air Minum; dan 
3. Seksi Penyehatan Lingkungan. 

1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
J. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas PekeIjaan Umum, 
Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasa127 

Dinas PekeIjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekeIjaan umum, tata ruang, 
perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasa128 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27, Dinas PekeIjaan Umum, Tata Ruang, Peru mahan dan Permukiman 
mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang pekeIjaan umum, tata ruang, bidang 

perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang pekeIjaan umum, tata ruang, bidang 

perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekeIjaan umum, tata ruang, 

bidang peru mahan dan permukiman dan bidang pertanahan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekeIjaan umum, tata ruang, bidang 

peru mahan dan permukiman dan bidang pertanahan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Kedelapan 
Satuan Polisi Pamong Praja 

Paragraf 1 
Kedudukan 



14 

Pasa129 

(1) Satuan Polisi Parnong Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh Kepala Satuan. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasa130 

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. SUbbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas: 
1. Seksi Ketertiban Umum dan KeIja Sarna; dan 
2. Seksi Operasi dan Pengendalian. 

d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas: 
1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan 
2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan. 

e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas: 
1. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil Dan Pembinaan Masyarakat; 

dan 
2. Seksi Perlindungan Masyarakat. 

f. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas: 
1. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran; dan 
2. Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadaman 

Kebakaran dan Penyelamatan. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Satuan Polisi Pamong 
Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn Lampiran VII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pargaraf3 
Tugas 

Pasa131 

Satuan Polisi Parnong Praja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 29 ayat (1) 
mempunyai tugas terdiri atas: 
a. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 
b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 
c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat; dan 
d. pencegahan, pengendalian, dan pemadaman kebakaran. 
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Paragraf4 
Fungsi 

Pasal32 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan kebakaran; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan kebakaran di Daerah; 
c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 
d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 
e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; 
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban 

umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, perlindungan 
masyarakat dan kebakaran; 

g. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum, 
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan kebakaran, 
perlindungan masyarakat dan kebakaran; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 

Bagian Kesembilan 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasa133 

(1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasa134 

(1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan. 
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c. Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, terdiri atas: 
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana; 
2. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dan 
3. Seksi Pengolahan Data. 

d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas: 
1. Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Gelandangan 

Pengemis; 
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 

dan 
3. Seksi Rehabilitasi Sosial Penanganan Fakir Miskin. 

e. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa, terdiri atas: 
1. Seksi Bina Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; 
2. Seksi Bina Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa; dan 
3. Seksi Ketja Sama Desa. 

f. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas: 
1. Seksi Tata Kelola Desa; 
2. Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa; dan 
3. Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa. 

g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas: 
1. Seksi Kelembagaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; 
2. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan 
3. Seksi Perlindungan Anak. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
i. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasal35 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (I) 
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan 
perempuan dan perlidungan anak serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal36 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, 
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi: 
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a. perumusan kebijakan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan 

desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan 

desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlidungan 
anak; 

d. pelaksanaan administrasi din as bidang so sial , bidang pemberdayaan 
masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlidungan 
anak; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 

Bagian Kesepuluh 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal37 

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal38 

(1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas: 
a. Kepala; 
h. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. SUbbagian Keuangan. 

c. Bidang Perindustrian, terdiri atas: 
1. Seksi Perencanan dan Pembangunan Industri; dan 
2. Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri. 

d. Bidang Perdagangan, terdiri atas: 
1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; dan 

2. Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Promosi. 
e. Bidang Pasar dan Metrologi Legal, terdiri atas: 

1. Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Pasar; dan 
2. Seksi Metrologi Legal. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal39 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal40 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang perindustrian dan bidang perdagangan; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan bidang perdagangan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan bidang 

perdagangan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan bidang 

perdagangan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Kesebelas 
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal41 

(1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal42 

(1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan. 
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c. Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas: 
1. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata; 
2. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata; dan 
3. Seksi Ekonomi Kreatif. 

d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas: 
1. Seksi Pengembangan dan Promosi; dan 
2. Seksi KeIja Sarna dan Kemitraan. 

e. Bidang Kepemudaan, terdiri atas: 
1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda; dan 
2. Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda. 

f. Bidang Olahraga, terdiri atas: 
1. Seksi Pemberdayaan Olahraga; 
2. Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Olahraga Prestasi; 

dan 
3. Seksi Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga; 

g. Kelompok Jabatan Fungsiona1; dan 
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn 
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasa143 
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 41 
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal44 

Dalarn menyelenggarakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, 
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan 

olahraga; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan 

olahraga; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata dan bidang 

kepemudaan dan olahraga; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan 

dan olahraga; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Bagian Kedua Belas 
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal45 

(1) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan 
bertanggu~g jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal46 
(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, terdiri atas: 

a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas: 
1. Seksi Tanaman Pangan; 
2. Seksi Hortikultura; dan 
3. Seksi Perkebunan. 

d. Bidang Penyuluhan, terdiri atas: 
a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan; dan 
b. Seksi Kelembagaan Petani dan Badan Usaha Milik Petani; 

e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas: 
a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; 
b. Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan 
c. Seksi Pembiayaan dan Usaha Pertanian. 

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas: 
a. Seksi Perbibitan Ternak; 
b. Seksi Pakan dan Pengembangan Peternakan; dan 
c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 

g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas: 
a. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan 
b. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan 
c. Seksi Distribusi dan Akses Pangan 

h. Bidang Perikanan, terdiri atas: 
a. Seksi Perikanan Budidaya; 
b. Seksi Perikanan Tangkap; dan 
c. Seksi Usaha dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan. 

1. Kelompok Jabatan Fungsiona1; dan 
J. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pertanian, Pangan 
dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
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Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasal47 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan serta tugas 
pembantuan. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasal48 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, 
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan 

perikanan; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan 

perikanan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, bidang pangan, bidang 

kelautan dan perikanan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian, bidang pangan, bidang 

kelautan dan perikanan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Ketiga Belas 
Dinas Koperasi, U saha Keeil dan Menengah dan Tenaga KeIja 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal49 

(1) Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah dan Tenaga KeIja berkedudukan 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Koperasi, U saha Keeil dan Menengah dan Tenaga KeIja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal50 

(1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, U saha Kecil dan Menengah dan Tenaga 
KeIja, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Subbagian Pereneanaan dan Keuangan. 
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c. Bidang Koperasi, terdiri atas: 
1. Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi; 
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi; dan 
3. Seksi Pengawasan Koperasi. 

d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas: 
1. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat 

Layanan Usaha Terpadu; 
2. Seksi Fasilitasi Perizinan dan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

dan 
3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 
e. Bidang KetenagakeIjaan dan Transmigrasi, terdiri atas: 

1. Seksi Peningkatan Produktivitas dan Penempatan KeIja; 
2. Seksi Hubungan Industrial; dan 
3. Seksi Transmigrasi. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah dan Tenaga KeIja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal51 

Dinas Koperasi, U saha Kecil dan Menengah dan Tenaga KeIja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, 
bidang ketenagakeIjaan dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal52 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga KeIja mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang 

ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang 

ketenagakeIjaan dan bidang transmigrasi; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan 

menengah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan 

menengah, bidang ketenagakeIjaan dan bidang transmigrasi; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Bagian Keempat Belas 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal53 

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasa154 

(1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas: 
1. Seksi Identitas Penduduk; dan 
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk. 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas: 
1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan 
2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan 

Kewarganegaraan. 
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data, terdiri atas: 
1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan 
2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupatiini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasal55 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 53 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 
pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 
serta tugas pembantuan. 
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Paragraf4 
Fungsi 

Pasa156 

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Kelima Belas 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa157 

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal58 

(1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. SUbbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. SUbbagian Perencanaan dan Keuangan. 

c. Bidang Pengembangan, Promosi Penanaman Modal dan Energi dan Sumber 
Daya Mineral, terdiri atas: 
1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal; dan 
2. Seksi Promosi Penanaman Modal dan Energi Baru Terbarukan. 

d. Bidang Pelayanan Penanaman Modal, terdiri atas: 
1. Seksi Penyediaan Pelayanan Terpadu; 
2. Seksi Pemantauan Pemenuhan Komitmen; dan 
3. Seksi Layanan Konsultasi dan Pengaduan. 
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e. Bidang Pengendalian, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri 
atas: 
1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan 
2. Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati inL 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal59 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi 
sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan. 

Paragraf 4 

Fungsi 

Pasal60 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya 

mineral dan pelayanan terpadu satu pintu; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya 

mineral dan pelayanan terpadu satu pintu; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, bidang energi 

sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, bidang energi 

sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Keenam Belas 
Dinas Lingkungan Hidup 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal61 

(1) Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Dinas. 



26 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal62 

(1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 

c. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, terdiri atas: 
1. Seksi Penyelarasan dan Evaluasi Lingkungan; 
2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan; dan 
3. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. 

d. Bidang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan, terdiri atas: 
1. Seksi Pengendalian Pencemaran; 
2. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengendalian Kerusakan 

Lingkungan; dan 
3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan. 

e. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas: 
1. Seksi Perencanaan Pengelolaan Persampahan; 
2. Seksi Pengurangan Sampah; dan 
3. Seksi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal63 

Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) 
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
lingkungan hidup serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal64 

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas 
Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan 

persampahan; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan 

persampahan; 
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c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, kebersihan 
dan pengelolaan persampahan; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan 
pengelolaan persampahan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 

Bagian Ketujuh Belas 
Dinas Perhubungan 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal65 

(1) Dinas Perhubungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasa166 

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 

c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas: 
1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan 
2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi. 

d. Bidang Angkutan, terdiri atas: 
1. Seksi Bina Usaha Angkutan; dan 
2. Seksi J aringan Transportasi. 

e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas: 
1. Seksi Sarana Lalu Lintas; dan 
2. Seksi Teknik Prasarana Angkutan. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Perhubungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasal67 

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 
perhubungan serta tugas pembantuan. 

65 ayat (1) mempunyai 
pemerintahan bidang 
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Paragraf4 
Fungsi 

Pasal68 

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Dinas 
Perhubungan mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang perhubungan; 
b. pelaksanaan kebijakan perhubungan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Kedelapan Belas 
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal69 

(1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal70 

(1) Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 

c. Bidang Kearsipan, terdiri atas: 
1. Seksi Pembinaan Kearsipan; 
2. Seksi Pengawasan Kearsipan; dan 
3. Seksi Pengelolaan Arsip. 

d. Bidang Perpustakaan, terdiri atas: 
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; 
2. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka; dan 
3. Seksi Pelayanan dan Otomasi Perpustakaan. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupatiini. 
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Paragraf 3 
Tugas 

Pasal 71 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang kearsipan dan bidang perpustakaan serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal 72 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, 
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan bidang 

perpustakaan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; 

dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Kesembilan Belas 
Dinas Komunikasi dan Informatika 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal 73 

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal 74 

(1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 

c. Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik, terdiri atas: 
1. Seksi Pelayanan Informasi Publik; 
2. Seksi Komunikasi Publik dan Hubungan Media; dan 
3. Seksi Statistik Sektoral; 

d. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian, terdiri atas: 
1. Seksi Infrastruktur Informatika; 
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2. Seksi Aplikasi Informatika dan Database; dan 
3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Komunikasi dan 
Informatika tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf3 
Tugas 

Pasal 75 

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik serta 
tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal76 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Dinas 
Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian 

dan bidang statistik; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang 

persandian dan bidang statistik; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, 

bidang persandian dan bidang statistik; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang 

persandian dan bidang statistik; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Kedua Puluh 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal77 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur penunjang urusan 
pemerintahan dalam perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan 
pengembangan. 

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 
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Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal 78 

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas: 
1. Subbidang Perekonomian; dan 
2. Subbidang Sumber Daya Alam. 

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas: 
1. Subbidang Pemerintahan; dan 
2. Subbidang Pembangunan Manusia. 

e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas: 
1. Subbidang Infrastruktur; dan 
2. Subbidang Kewilayahan. 

f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas: 
1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; 
2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan 
3. Subbidang Data dan Informasi. 

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas: 
1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, 

Ekonomi dan Pembangunan; dan 
2. Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Organisasi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

. Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasal79 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 
fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan 
serta tugas lain yang diberikan Bu patio 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasa180 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi: 
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b. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan 
penelitian dan pengembangan; 

c. pengoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan 
daerah; 

d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah; 
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan 

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; 
f. pembinaan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian 

dan pengembangan; 
g. penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi 

daerah serta analisa strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah; 
h. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan 
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kedua Puluh Satu 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal81 

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unsur 
penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan kepegawaian dan 
pendidikan dan latihan. 

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal82 

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. SUbbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas: 
1. Subbidang Pengadaan; dan 
2. Subbidang Data dan Informasi; 

d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas: 
1. Subbidang Mutasi; 
2. Subbidang Kepangkatan; dan 
3. Subbidang Pengembangan Karier dan Promosi. 

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, terdiri atas: 
1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan, Sertifikasi dan 

Fungsional; 
2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis; dan 
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3. Subbidang Pengembangan Kompetensi. 
f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas: 

1. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan 
2. Subbidang Disiplin dan Penghargaan; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasal83 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan dan 
tugas lain yang diberikan Bupati. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasal84 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, 
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian 

daerah, pendidikan dan latihan; 
b. pelaksanaan tugas pengelolaan kepegawaian meliputi perencanaan dan 

pengendalian pegawai, manajemen kinerja pegawai, peningkatan kapasitas 
dan kompetensi pegawai; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, 
pendidikan dan latihan; 

d. pembinaan teknis bidang kepegawaian; 
e. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kedua Puluh Dua 
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal85 

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang 
urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset 
daerah. 

(2) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala 
Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 
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Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasal86 

(1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, 
terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Anggaran, terdiri atas: 
1. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja I; 
2. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja II; dan 
3. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan. 

d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas: 
1. Subbidang Perbendaharaan I; 
2. Subbidang Perbendaharaan II; dan 
3. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; 

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas: 
1. Subbidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi; dan 
2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan. 

f. Bidang Aset Daerah, terdiri atas: 
1. Subbidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan; 
2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan 
3. Subbidang Penatausahaan Aset Daerah. 

g. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri atas: 
1. Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah; 
2. Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah; dan 
3. Subbidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah. 

h. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan AsH Daerah, terdiri 
atas: 
1. Subbidang Perencanaan Pendapatan AsH Daerah; 
2. Subbidang Pembinaan Pendapatan AsH Daerah; dan 
3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan AsH Daerah. 

i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
J. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Pengelola 
Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bu pati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasa187 

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 85 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
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melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan 
aset Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal88 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, 
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, 

pendapatan dan aset Daerah; 
b. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan 

aset Daerah; 
c. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kedua Puluh Tiga 
Kecamatan 
Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal89 

(1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis 
kewilayahan yang mempunyai wilayah ketja tertentu dan dipimpin oleh 
Camat. 

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi Kecamatan 

Pasal90 

(1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas: 
a. Camat; 
b. Sekretariat terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 

c. Seksi Pemerintahan; 
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; 
e. Seksi Kesejahteraan Sosial; 
f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Kecamatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inL 
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Paragraf3 
Tugas 

Pasal91 

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (I) mempunyai tugas 
membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dalam wilayah kecamatan serta tugas lain yang diberikan 
oleh Bupati. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal92 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, 
Kecamatan mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 
c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 
e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Bupati; 
f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 
g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan 

Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 
h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; 
i. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang 

tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di 
kecamatan; 

J. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya; 
k. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan Kecamatan; dan 
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kedua Puluh Empat 
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal93 

(I) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah sebagai 
unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang 
kesatuan bangsa dan politik. 

(2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 
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Paragraf2 
Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Pasa194 

(1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Subbagian Tata Usaha: 
c. Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya; 
d. Seksi Kewaspadaan Daerah; 
e. Seksi Politik Dalam Negeri; dari 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa 
dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasal95 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan pemerintahan Daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam 
negeri di Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasal96 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, 
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan 

politik di Daerah; 
b. pelaksanaaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan 

kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, 
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan 
antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, 
pembinaan dan pemberdayaan organisasai kemasyarakatan, serta 
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah; 

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan 
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, 
pemeliharaan ketahanan ekonomi, so sial dan budaya, pembinaan kerukunan 
antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, 
fasilitasi organisasai kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan 
nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila 
dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan 
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, 
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pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan 
golongan lainnya, fasilitasi organisasai kemasyarakatan serta pelaksanaan 
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik so sial di Daerah; 

e. pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; 
f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

BABIlI 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal97 

(1) Dalam setiap Perangkat Daerah dapat ditempatkan Kelompok Jabatan 
Fungsional berdasarkan bidang keahlian danl atau keterampilan tertentu serta 
bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai 
kewenangannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah sesuai 
dengan keahlian dan I atau keterampilan tertentu. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang 
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional 
sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan 
kebutuhan dan beban keIja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati. 

(5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada 
ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal98 

Rincian tugas dan fungsi unit kerja pada Perangkat Daerah diatur tersendiri 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasa199 

(1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD. 
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan 

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu 
Perangkat Daerah induknya. 

(3) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta 
tata keIja UPTD pada setiap keIja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

Pasa1100 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
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Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Kedudu kan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 101 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati In!, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetap
kannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

Pasall02 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempa tannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Diundangkan di Singaparna 
... ...,..._~ 1t~:lI5>t'~ 21 Desember 2020 

S DAERAH 
ASIKMALAYA 
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FUNGSIONAL I I 
SEKSI SEKSI 

rl 
SEKSI SEKSI SEKSI 

r- KESEHATAN KELUARGA DAN SURVEILANS DAN IMUNISASI PELAYANAN KESEHATAN .- KEFARMASIAN DAN ALAT ,.- BINA ADVOKASI, KlE, 

GIZI PRIM ER KESEHATAN PENGGERAKAN DAN 
PENGOLAHAN DATA H SEKSI 

SEKSI 
PENCEGAHAN DAN PENGENDALlA~ SEKSI H SEKSI 

SEKSI 
PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT PENYA KIT MENULAR PELAYAN AN KESEHATAN J AMINAN DAN PEMBIAYAAN _i BINA JAMINAN PELAYANAN KI 

RUJU KAN KESE I-IATAN DAN HAK-HAK REPRODUKSI 

SEKSI 
SEKSI PENC EGAHAN DAN PENGENDALIA~ SEKSI SEKSI SEKSI 

KESEHATAN L1NGKUNGAN, 
KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 

PENYAJ(]T TIDAK MENULAR MUTU PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA B INA PEMBANGUNAN 

KESEHATAN KES~ 
D JI~ 

KELUARGA DAN PEMBINAAN 
INSTITUSI MASYARAKAT 

/,&~rJ fOJKMNAYA, I UfYI'D I 
~ ~ ki 

* ~~ ~ n -
~·~~GIANTO 
~~!I(MA~ 
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LAMPIRAN VI : PERATURAN SUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 76 TAIIDN 2020 
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 

KABUPATEN T ASIKMALA Y A 

KEPALA 

~-- --- -- - - - --------- -- I SEKRETARIAT 
I I I 
I I I 
I SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
I 

PERENCANAAN, EVALUASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN I 
I DAN PELAPORAN 
I 
I 
I 

I 

I 
SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

, -----------------h- --------------------h- --------------------t:- ----------- -1. - - -- --- - ' 1- -------------- ------j ~ - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - ~ I 
KELOMPOK I BIDANG II BIDANG II BIDANG I BIDANG I I BIDANG BIDANG I 

JABATAN JALAN DAN JEMBATAN SUMBER DAYAAIR BANGUNAN 
PENATMN RUANG DAN PERU MAHAN DAN KAWASAN AIR MINUM DAN 

PERTANAHAN PERMUKIMAN PENYEHATAN LINGKUN GAN 

FUNGSIONAL I r I I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
PERENCANAAN TEKNIK DAN PERENCANAAN TEKNIK DAN SEKSI PERENCANMN PERENCANAAN TEKNIK DAN PERENCANAAN TEKNI K -

J ASA KONSTRUKSI J ASA KONSTRUKSI PERENCANMN TEKNI K DAN TATARUANG JASA KONSTRUKSI PERU MAHAN DAN JASA KONSTRUKSI 

JALAN DAN J EMBATAN SUMBER DAYA AI R J ASA KONSTRUKSI DAN KAWASAN PERMUKIMAN AIR MINUM DAN 
BANGUNAN GEDU NG PENY EHATAN LINGKUNGAN 

~ 
SEKSJ 

I 
SEKSI SEKSI 

SEKSI SEKSI 
PENGELOLAAN DAN SEKSI PEMANPAATAN , 

PERU MAHAN A1R MI NUM 
JALAN PENGEMBANGAN SUMBER BANGUNAN GEDUNG PENGENDALIAN DAN 

DAYA AIR PENGAWASAN TATA RUANG 

SEKSJ SEKSJ SEKSI 
SEKSI SEKSI 

SEKSI PERTANAHAN 
JEMBATAN IRIGASI PENGAWASAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

PENYEHATAN LINGI<UNGAN 

PENGENDALIAN BANGUNAN 
~~ GEDUNG 

If'" ~.; 'A ~ 
I I 

UPTD ~~ ~~b KMALAYA, 

*1 ~ ~ (~ r--
\\~ t\ ) J 

I 



LAMPIRAN VII 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
76 TAHUN. 2020 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA 

~ -- -- -_ -- _ --- ----- ---- I SEKRETARIAT -- 1 

SUB BAGIAN I I SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, EVALUASI UMUM DAN KEPEGAWAlAN 

DAN PELAPORAN 

_l __ _ _ ____ ~~ - -- -------- - - -- --- ----, ,--- ------ - ----- --- :-- -------- - - - ------ - -- r: ---- - -- ----
r-K-E-L-O-MJ....L...P-O-K-' I BIDANG I 

JABATAN KETENTRAMAN MASYARAKAT 

FUNGSIONAL 

SEKSI 
KETERTIBAN UMUM DAN 

KERJASAMA 

SEKSI 
OPERASI DAN PENGENDALIAN 

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH 

SEKSI 
PENYELIDIKAN DAN 

PENYIDIKAN 

SEKSI 
PEMBINMN, PENGAWASAN 

DAN PENGADUAN 

UPTD 

BIDANG 
SUMBER DAYA APARATUR DAN 
PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

SEKSI 
PENGEMBANGAN KAPASITAS 
PERSONIL DAN PEMBINM N 

MASYARAKAT 

SEKSI 
PERLINDUNGAN MASYARA KAT 

BIDANG 
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 

SEKSI 
PENCEGAHAN DAN 

PENYULU HAN KEBAKARAN 

SEKSI 
PENGENDALIAN O PERASI, SARANA 

DANPRASARANAPEMADAMAN 
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

46 



LAMPIRAN IX 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
76 TAHUN 2020 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

KELOMPOK 
F'UNGSIO 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

PERENCANAAN DAN 
PEMBANGUNA N INDUS'rRl 

PENO EN DALIAN DAN 
SIS'rEM INFORMASI INDUSTRI 

UPTD 

PERDAGANGAN DAI..AM NEG ERI 

PERDAOANOAN W AR NEG ERI 
DAN PROMOSI 

SARANA, PRASARANA DAN 
PENGEWI..AAN PASAR 

SEKSI 
METROLOGI LEGAL 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

48 
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LAMPIRAN VIII 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
76 TAHUN 2020 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIN DUNGAN ANAK 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA I 
I 

: -- ---- ------------ -- -1 
SEKRET ARIAT 

I 
I 

I I I I 
I SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
I 
I PERENCANAAN,EVALUASI DAN UMUM DAN KBPEGAWAIAN KEUANGAN 
I 
I 

PELAPORAN 
, 
, 

,- ----------------f: ----------------------I-: ----------- --,----------1:---------------------- ,---------------------: I 
KELOMPOK 

I 

BIOANG 

I 

IF BIOANG ~i I BIDANG 
BIDANG 

I 

BI DANG 
PERLINDUNGAN DAN REHABI LITASI SGSIAL DAN PENANGANA PEMBERDAYM N DAN KELEMBAGAAN PEMERI NTAHAN D ESA PEMBERDAYMN PEREM PUA N DAN 

JABATAN PEMBERDAYAAN SOSIAL FAKI R MISKI N MASYA RAKAT DESA PERLINDUNGAN ANAK 

FUNGSIONAL I I 

SE KSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

- PERLlNDUNGAN SOSIAL KORBAN _ REHABI LlTASI ANAK, LANJUT USIA, - BINA PBMBERDAYAAN EKONOMI - TATA KEWLA DESA _ KELEMBAGAAN PEREMPUAN DAN 

BENCANA DISABILI'rAS DAN GELANDANGAN MASYARAKA'f PENGARUSUTAMAAN GEND ER 

PENGEMIS 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER REHABILITASI SOSIA L PENYANDANG BINA PBMBERDAYAAN LEMBAGA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

- KESEJAHTERAAN SOSIAL - MASALA H KESEJAHTERAAN SOSIAL - >JASYARAKAT DESA -, APARATUR PEMERINTAHAN DESA -

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

PENGOLAHAN DATA REHABILITASI SGSIAL PENANGANAN KERJA SAMA DESA PERENCANAAN, KEUANGAN DAN P£RLlNDUNGA N ANAK 

FAKIR MISKIN ASET DESA 

...., 

I 

I UPTD 1 fJ f.ulI~~AIAYA. 

I* r~~~ r -~~~.~ i 1GIAN . ~~ 7ZiL1) \;-.....:: ... 
'. n _" b.. 
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LAMPlRAN X 
NOMOR 
TENTANG 

: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
: 16 TAIlUN 2020 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

SUB BAGIAN 
PERENCAN AAN . EVALUASI 

DAN PELAPORAN 

r-:-=:-::-=-'~: =-=--:-:-:--:-1-,- - , - - - - - - - - - _ - r _ ~ ~ -------~ --~ ---------J: -----------
KELOMPOK 

J ABATAN 
FUNGSIONAL , 

KREATIF 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

DESTINASI WISATA 

SEKSI 
PENGEMBANGAN USAHA 

PARIWISATA 

SEKSI 
EKONOMJ KREATIF 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

DAN PROMOSI 

SEKSI 
KERJASAMA DAN 

KEMITRAAN 

UPTD 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN 

KELEMBAGAAN PEMUDA 

SE KSI 
KEPELOPORAN. KEPEMIMPINAN DA, 

KEWIRAUSAHMN PE MUDA 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 

KEUANGAN 

SEKSI 
PEMBERDAYIlAN OLAHRAGA 

SEKSI 
PENGEMBANGAN ORGA NISASI, 

KEJUARAAN DA N Ol.'.RAGA 
PRESTASI 

49 



LAMPlRAN XI 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
76 TAHlJN 2020 

KEOUOUKAN, SUSUNAN ORGANISAS I, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT OAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERlKANAN 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA I 
I 

--- - ----- - ------ - ---- -

I 
SUB BAGJAN 

PERENCANAAN, EVALUASI 
DAN PELAPORAN 

50 

I 
SEKRETARIAT 

I 
I I 

SUB BAGIAN SUB BAGJAN 
UMUM DAN KEPEGAWAlAN KEUANGAN 

, --- --- ---- - - --- - I- -- - --- - - -- - -- -- -- - -: ~ --- -- - - - --- - - - -- -- - :i-- ---- - - --- - --------~~ --------------------:-1--------------------, I 

I 
I BIOANO ~ BIOANO ~ BlDANG r BlDANG BIDANO 

I 
BIOANG 

KELOMPOK TANAMAN PANOAN, PENYU LUHAN PRASARANA DAN SARANA PETERNAKAN DAN KESEHATAN KETAHANAN PANGAN PERI KANAN 
JABATAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PERTANIAN HEWAN 

FUNGSIONAL T I I I 

SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI KONSUMSI DAN PERI KANAN BU DlDA Y A TANAMAN PANGAN 

r- PENGELOLAAN LAHAN PERBIBITAN KELEMBAOAAN PENYU LUHAN KEAMANAN PANOAN 
DAN SARANA PRASARANA DAN AI R TERNAK 

PENYULUHAN 

SEKSI SEKSI SEKSI 
HORTIKULTURA SEKSI SEKSI KETERSEDIMN DAN PERIKANAN TANGKAP SEKSI 

KELEMBAGAAN PETANI 
PUPUK PESTISIOA, PAKAN DAN PENOEMBANGAN KERAWANAN PANGAN 

DAN 
~ ALAT DAN MESIN PERTANIAN PETERNAKAN 

BADAN USAHA MILIK PETANI 
SEKSI SEKSI SEKSI 

PERKEBUNAN SEKSI SEKSI DISTRIBUSI DAN USAHA DAN PER l.INDUNGAN 
PEMBIAYMN KESEHATAN HEWAN DAN 

AKSESP~p ~MBER DAYA PERI KANAN 
DAN USAHA PERTANIAN KESEHATAN MASYARAKAT IA VETERINER 

!~ B~ ~IKMALAY I UPTO 1 
1* ( ~ ~ H7,'" 
' ~~ , ~ . ~ SUGIANTO 

~M~ 

A, 
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LAMPlRAN XII 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
76 TAHUN 2020 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN M ENENGAH DAN TENAGA KERJA 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL , 

KOPERASI 

SEKSI 
KELEMBAGMN DAN 

DATA KOPERASI 

SEKSI 
PEMBINAAN DAN 

PENGEM BANGAN I{QPERASI 

SEKSI 
PENGAWASAN KOPERASI 

• - - - - - - - - - - - - - - - - - - I SEKRETARIAT 

UPTD 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN 

UMUM DAN KEPEGAWAIAN PER EN CANAAN DAN KEUANGAN 

SEKSI 
PENGEMBA NGAN USAHA MIKRO 

KECI L DAN M ENENGAH DAN PUSA 
LAYANAN USAHA TERPADU 

SEKSI 
FASILITASI PERIZINAN DAN 
DATA USAHA MIKRO KECIL 

DAN MENENGAH 

SEKSI 
FASILITASI PEMBIAYAAN DAN 

KEMITRAAN USAHA MIKRO 
KECIL DAN MENENGAH 

SEKSI 
PENlNG KATAN PRODUKTlVITAS DAN 

PBNBMPATAN KERJA 

SEKSI 
HUBUNGAN INDUSTRIAL 

SEKSI 
TRANSMIGRASI 

1'\.\:).ln....lVIALAY A, 

51 



LAMPlRAN XIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 76 TAHUN 2020 
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

SUB BAGIAN 

SEKRETARIAT 

UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
PERENCANMN DAN KEUANGAN 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL , 
SEKSI 

IDENTITAS PENDUDUK 

SEKSI 
PINDAH DATAN G DAN 

PENDATMN PENDU DUK 

SEKSI 
KELAHIRAN DAN KEMAT IAN 

SEKSI 
PERKAWINAN. PERCERAlAN, 

PERUBAIIAN STATUS ANAK DAN 
KEWA RGANEGARAAN 

[ --UPr---O-J 

SEKSI 
PENGELOLAAN INPORMASI 

ADMIN ISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

SEKSI 
KERJASAMA DAN INOVASI 

PELAYANAN 

52 
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LAMPlRAN XIV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 76 TAlIDN 2020 
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

,-- ------ -- -------- SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

SUB BAG IAN 
PERENCANMN DAN KEUANGAN 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
I I 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

PENANAMAN MODAL 

SEKSI 
PROMOSI PENANAMAN MODAL 

DAN ENERGI BARU TERBARUKA 

UPTD 

SEKSI 
PENYEDlMN 

PELAYAN AN TERPADU 

SEKSI 
PEMANTAUAN PEMENUHAN 

KOMITMEN 

PENGADUAN 

SEKSI 
PENGENDALIAN 

PENANAMAN MODAL 

SEKSI 
DATA DAN SrSTEM 

INFOR MASI PENANAMAN MODAL 

ALAYA, 

53 



LAMPIRAN xv 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
76 TAIiUN 2020 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA 1 
I 

:- -------- - - ---- - - - ~ 
I 
I 

-] 

SEKRETARIAT 1 
1 

I 

I 
SUB BAG IAN I r SUB BAGIAN ~ I I 

I UMUM DAN KEPEGAWAIAN PERENCANMN DAN KEUANGAN 
I 
I 

~ +------------ J- - --------b------------------- - -- ~--

I 
~lDANG 

I I BIDANG I BIDANG l 
KELO M POK PENATAAN DAN PENAATAN PENGENDALIAN DA N PELESTARIAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN 

JABATAN 
LINGKUNGAN HlDUP L1NGKUNGAN PENGENDALIAN B3 DAN L1MBAH B3 

FUNGSIONAL 
I 

rl SEKSI 

I rl 
SEKSI I rl SEKSI l 

PENYELARASAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN PERENCANAAN PENGELOLAAN 
EVALUASI LINGKUNGAN PERSAMPAHAN 

~ SEKSI I H SEKSI NI 
SEKSI 

PENGKAJIAN DAMPA K LINGKUNGA N 
PENG ELOLAAN RUANG TERBUKA PENGURANGAN SAM PA H 

fliJAU DAN PENG ENDALIAN 
KERUSA KAN LING KUNGAN 

SEKSI I ~ SEKSI I PENINGKATAN KAPASITAS DAN Y SEKSI 
PENGA DUAN DAN PENEGAKAN KEMITRAAN 

PENGENDALIAN B3 DAN LIMBAH B3 

HUKUM LINGh'UNGAN HlDUP 

I UPrD I ~ 
YA, 

54 



LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 76 TAIlUN 2020 
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

'-

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERHUBUNGAN 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA I 

,------- -- - -------- 1 
I 

SEKRETARIAT 
1 

I 

UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
I SUB BAGIAN I PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

II SUB BAGIAN I I 

;+ ---- -------- - ---------r :- ----------------------I- -, 
BIDANG 

I 

BIDANG 

I 

BIDANG I 
LALU LINTAS ANGKUTAN SARANA DAN PRASARANA 

I I I 

SEKSI SEKSI SEKSI 
MANAJEMEN REKA Y ASA BINA USAHA ANGKUTAN SARANA LALU LINTAS 

LALU LINTAS 

SEKSI SEKSI SEI{SI 
PEMBINAAN, PENGAWASAN JARINGAN TRANSPORTASI TEKNIK PRASARANA 

DAN OPERASI ANGKUTAN 

~~ 
[ - m . Upt-D - ] 

55 
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LAMPlRAN XVII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 76 TfiUN 2020 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL , 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

SEKSI 
PEMBINMN KEARSIPAN 

SEKSI 

PENGAWASAN KEARSIPAN 

SEKSI 
PENGELOLM N ARSIP 

.----- - ------

PENGEMBANGAN KOLEKSI 
DAN PENGOLAHAN 
BAHAN PUSTAKA 

SEKSI 
PELAYANAN DAN arOMASI 

PERPU STAKAAN 

56 
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LAMPlRAN XVIII 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
76 TAHUN 2020 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
f 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KOMUNlKASI DAN INFORMATlKA 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

SEKSI 
KOMUNl KASI PUBLIK DAN 

HUBUNGAN MEDIA 

SEKSI 
STATISTIK SEKTORAL 

UPTD 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

APLlKASI INFORMATlKA 
DAN PERSANDIAN 

SEKSI 
INFRASTRUKTUR 

INFORMATlKA 

SEKSI 
APLlKASllNFORMATlKA 

DAN DATABASE 

SEKSI 
KEAMANAN INFORMASI DAN 

57 



LAMPIRAN X IX 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
76 TAlIDN 2020 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

~ ------ --- -------- - -- -
I 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, EVALUASI 

DAN PELAPORAN 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAlAN 

SUB BAGlAN 
KEUANGAN 

I ,--- - - - ------ --- --1:------- - - - ------- - - ---
'---K-E-LO-LM'-P-O-K-" 

_. _'.~.~ --------,--,- ---------r; --------~ --r. --------------...,-::-::-::1:-:-:-=------. 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

I I 

SUB BIDANG 
PEREKONOMIAN 

SUB BIDANG 
SUMBER DAYA ALAM 

SUB BIDANG 
PEM ERINTAHAN 

PEMBANGUNAN MANUSIA 

SUB BIDAN G 

INFRASTRUKTUR 

KEW'LAYAHAN 

SUB BIDANG 
PER EN CANAAN DAN 

PENDANAAN 

SUB BIDANG 
PENGENDALIAN DAN 

EVALUASI 

SUB 

SUB BIDANG 
PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN SOSIAL, 
PEMERINTAHAN, EKONOMI DAN 

SUB BIDANG 
PENGEMBANGAN 

INOVASI DAN TEKNOLOGI 

58 
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LAMPlRAN xx 
NOMOR 
TENTANG 

: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
: 76 TAHtJN 2020 
: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA I 
I 

:- - --------------------\ SEKRET ARIAT 

, , 
I I , , , SUB BAGIAN SUB BAGlAN , 

PERENCANAAN, EVALUASI UMUM DAN , , DAN PELAPORAN KEPEGAWAIAN , , 
,- ----------------t -; --------------------i~ --------------'- -------~-r --------------------~ I 

KELOMPOK BIOANG I I BIDANG \ BIDANG ' \ BIDANG 
JABATAN PENGADAAN DAN INPORMASI MUTASI DAN PROMOSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENILAIAN Kl NERJA APARATUR 

KEPEGAWAIAN APARATUR DAN PENGHARGAAN 

FUNGSIONAL I I I 

SUB BIOANG SUB BLDANG SUB BIOANG SUB BIDANG 
PENGADAAN - MUTASI r- DI KLAT PENJENJANGAN, PENILAIAN DAN EVALUASI 

SERTIFlKASI DAN K1NERJA APARATUR 
F'U NGSIONAL 

i SUB BIOANG 

rl SUB BLDANG 

H 
SUB BIOANG SUB BIDANG 

DATA DAN INPORMASI KEPANGKATAN DIKLATTEKNIS DISIPLIN DAN 

PENGHARGAAN 

I 
I 

SUB BAG IAN 
KEUANGAN 

SUB BLDANG SUB BIOANG 

PENGEMBANGAN KARIER PENGEMBANGAN ~ DAN PROMOSI 
KOMPETEN SI 

~~ 
fNL"'J 1" IVI M. I ,t\YA, 
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LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 76 TAlIUN 2020 
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA I 
I 

,-- - -- ----- --- --- ---- - SEKRETARIAT , , , 
I I I , , , II SUB BAG IAN SUBBAG I SUB BAGIAN , 

PERENCANMN, EVAWASIDAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN , , PELAPORAN , , , 
~ -----------------t --------------------1 T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i -,------------,- ---------1-'--------------------t i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i-' , , 

KELOMPOK BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG 

ANGGARAN PERB ENDAHARAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET DAERAH PELAYANAN PERENCANAAN DAN 
JABATAN PAJAK DAERAH PENGEM8ANGAN 

FUNGSIONAL PENDAPATAN ASLI DAERAH 

I I I I 

SUB 8IDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB 8IDANG 
PENYUSUNAN SUB BIDANG 

PERENCANM N DAN PELAYANAN DAN INFORMASI PERENCANMN PERB ENDAHARAAN I 
ANGGARAN BELANJA I PENATAUSAHMN DAN 

ANALISA KEBUTUHAN PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 
SISTEM AKUNTANSI 

SUB 8IDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG 
PENYUSUNAN PERBENDAHARAAN II PEMANFMTAN DAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN PEMBINMN 

ANGGARAN BELANJA II ANALISA DATA DAN PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 
PELAPORAN PENGAMANAN 

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG 
PENYUSUNAN PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN ASET PENAGIHAN DAN KEBERATAN EVALUASI DAN PELAPORAN 

ANGGARAN PENDAPATAN 
KAS DAERAH DAERAH PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 

DAN PEMBIAYAAN 

(.[rJ~l q, BUP;- · II MALA 

~ r~ rl * .~ -\ oJ 

'~' GlANTO 
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LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 76 TARUN 2020 
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL , , 

SEKSI 
PEMERINTAHAN 

STRUKTUR ORGANISASI 
KECAMATAN 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

CAMAT 

SEKRETARIAT 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA, EKONOMI DAN 
PEMBANGU NAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

KESEJAHTERAAN SO SIAL 

SUB BAGIAN 
PER EN CANAAN DAN KEUANGAN 

SEKSI 
KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 
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LAMPlRAN XXIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 76 TAHUN 2020 

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

KELOMPOK 

JABATAN 

F U NGSIONAL 

STRUKTUR ORGANISASI 
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA 

J 

I 
SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

I 
SEKSI SEKSI SEKSI 

IDEOLOOI DAN WAWASAN KEWASPADAAN DAERAH POLITIK DALAM 
KEBAN OSAAN, KETAH ANAN 

NEGERI EKO NOMI , SO SIAL DAN 

BUDAYA 

~ 
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